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ABSTRAK 

     Paro lima kambing merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama yang 

terjadi dalam mayoritas masyarakat Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi 

Kabupaten Lampung Utara. Pada masyarakat tersebut seluruh penduduknya 

beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh petani dan buruh industri. 

Dalam peraktik pada tempat penelitian  yakni melakukan akad kerja sama pemilik 

modal dan pengelola. Untuk ketentuan pembagian jika memiliki satu pasang 

kambing dewasa jantan dan betina kemudian kambing tersebut memiliki anak, 

maka anaknya dijual pembagianya 80% pemodal dan 20% penggelola. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana praktik paro lima kambing di 

Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara?”. 

“Bagaimana Pandangan hukum Islam dalam praktik paro lima kambing di Desa 

Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara?”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kec 

Abung tinggi Kab Lampung utara. Untuk mengetahui bagaimana presfektif 

hukum Islam  terhadap pembagian hasil  praktik paro lima kambing di Desa 

Sidokayo Kec Abung tinggi Kab Lampung utara. 

     Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis data penelitian 

lapangan(field research). dengan jenis penelitian lapangan dan pengambilan 

sempel menggunakan teknik Non Radom Sampling yakni Terdapat 50 populasi 

dan 6 sampel. Alat pengumpulan data metode wawancara, metode dokumentasi. 

Sedangkan Metode Pengelolaan Data melalui pemeriksaan data (editing), 

sitematis data (systemating), dan analisis data.  

     Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik paro lima kambing sudah 

dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat Sidokayo. Dengan 

melaksanakan satu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu 

modal sepenuhnya dari pemilik kambing, pemodal menyerahkan kambingnya 

untuk dipelihara oleh pengelola, Pemodal memberi kebebasan dalam 

pemeliharaan kambing kepada pengelolala, jika kandang rusak dana dari pemodal. 

Akad yang terjadi antara pemodal dan pengelola kambing adalah akad 

mudharabah. Adapun kerja sama yang dilakukan adalah secara lisan atau tidak 

tertulis dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batas waktunya 

tidak ditentukan dalam praktiknya. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan 

praktik bagi hasil paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi 

sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam 

dalam aplikasi akad yang dilakukan pemodal dan pengelola sudah menyatakan 

saling rela untuk melakukan kerjasama dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. 

Dalam penggunaan kambing sebagai objek yang digunakan dapat ditaksiran 

dengan uang dan jelas bentuknya, dalam pembagian keuntungan diawal sudah 

disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melaui akad lisan. Jadi sistem 

bagi hasil paro lima kambing tersebut diperbolehkan asalkan proses transaksinya 

transparan. Rela sama rela dan tidak ada yang dirugikan. Karena pasa dasarnya 

sistem kerja sama yang dilakukan ingin saling menolong dan mempererat 

silaturrahmi antar sesama warga.  

 
Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, paro kambing lima  
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MOTTO 

                       

                   : (501)التوبت 

 

 “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin 

akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan”.(QS.At-Taubah (9): 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Menangani Permasalahan Judul Skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan 

pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta 

memudahkan dalam memahami Skripsi  ini. Penelitian yang akan dilaksanakan 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima 

Kambing Studi Kasus Di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi 

Kabupaten Lampung Utara”. Maka disini sudah diuraikan secara singkat 

pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul Skripsi yaitu : 

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang    

berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Quran dan Hadist.
1
 

2. Bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil
2
 

3. Paro Lima Kambing adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola,  

untuk ketentuan pembagian jika memiliki satu pasang kambing jantan dan 

betina kemudian kambing tersebut memiliki anak, maka anaknya dijual 

pembagiannya 80% pemodal dan 20% pengelola. Namun jika dari kambing 

sepasang itu memiliki anak kambing berjumlah 5 ekor maka pembagiannya 

4 ekor anak kambing untuk pemodal dan 1 ekor anak kambing untuk 

pengelola.
3
 

                                                             
1
Lukman Ali, Kamus  Besar Bahasa Indoesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 360. 

2
Pengertian, Karakteristik, Jenis dan Syarat Bagi Hasil”(On-line), tersedia  

https://www.kajianpustaka.com (11 juni 2020) 
3
 Muchlis, “ pengelola kambing. Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten 

Lampung Utara”, Wawancara, 28 Desember 2020 

https://www.kajianpustaka.com/
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       Berdasarkan penjelasan judul diatas, dapat dipahami bahwa maksud judul 

skripsi ini adalah pandangan hukum islam tentang  praktik bagi hasil 

pemeliharaan kambing dengan system paro lima antara pemilik modal dengan 

pengelola modal. 

B. Latar Belakang Masalah 

       Islam merupakan agama yang tersusun dari tiga aspek, yaitu akidah, 

ibadah dan muamalat. Akidah )العقيدة) berarti segala sesuatu yang dibenarkan 

oleh hati dan diterima oleh rasa serta tertanam kuat dalam lubuk jiwa yang 

tidak dapat digoncangkan oleh keragu-raguan, sedangkan ibadah merupakan 

bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah Swt. Dengan kata lain 

ibadah adalah bentuk perwujudan dari apa yang telah diyakini. Ibadah )العبادة( 

wajib dilaksanakan berdasarkan landasan dalam al-Qur’an dan hadist, 

sedangkan muamalat )العاملاث( merupakan hubungan vertical antara sesama 

manusia dan lingkungan yang tetap berprinsip pada aturan al-Qur’an dan 

hadist. Antara ibadah dan muamalat harus berada pada posisi yang seimbang 

karena keduanya saling berhubungan, yaitu bahwa muamalat juga bermaksud 

bagian dari ibadah. 

       Pengertian muamalat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian 

dari arti luas dan pengertian dari arti sempit. al Dimyati menyebutkan bahwa 

muamalat berarti suatu hal yang menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab 

masalah ukhrawi.
4
 Muamalat dalam arti sempit menurut Amir Syarifudin 

                                                             
4
AL-Dimyati, I‟anatu at-Tolibin, (Semarang:Toha Putra, tt), 2. 
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adalah aturan yang mengandung hubungan antara manusia dalam pergaulan 

hidup di dunia yang berkaitan dengan harta.
5
 

       Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah 

berdasarkan Al-Qur’an, hadist dan ijma. Sebagaimana yang difirmankan Allah 

SWT dalam Qur’an surat an-Nisa (4): 29 : 

                       

                      

                       

                      

 (92)النساء : 
     “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”(Q.S.an-Nisa (4): 29) 

       Definisi akad yaitu pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang 

menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat), yang memiliki akibat 

hukum terhadap objeknya.
6
 Akad atau perjanjian-perjanjian yang diadakan 

oleh individu dalam rangka memenuhi keperluan material antara lain jual beli, 

ijarah, mudharabah, syirkah, wadi‟ah,dan sebagainya. 

       Akad mudharabah( عقدالضاربت) adalah akad kerja sama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh ( 100%) 

modal,sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

                                                             
5
Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqih,  (Jakarta:kencana, 2003), 176. 

6
M.Yazid Afandi, Fiqih Muamalah:dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syariah, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), 33. 
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mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka sipengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut.
7
 

       Akad mudharabah berguna untuk menghilangkan atau sekurang-

kurangnya mengurangi pengangguran dikalangan masyarakat. Pemodal dan 

pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad mudharabah, 

pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola 

harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan 

pemodal kepadanya. Sebagaimana disebutkan Muhammad Anwar bahwa status 

modal yang diberikan kepada pengelola adalah amanat.
8
 

       Paro lima kambing merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama 

yang terjadi dalam mayoritas masyarakat Desa Sidokayo Kecamatan Abung 

tinggi Kabupaten Lampung Utara. Pada masyarakat tersebut seluruh 

penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh petani dan 

buruh industri. Dalam peraktik pada tempat penelitian  yakni melakukan akad 

kerja sama pemilik modal dan pengelola. Untuk ketentuan pembagian jika 

memiliki satu pasang kambing dewasa jantan dan betina kemudian kambing 

tersebut memiliki anak, maka anaknya dijual pembagianya 80% pemodal dan 

20% penggelola. Dalam proses pemeliharaan, pemodal akan bertanggung 

                                                             
7
Muhammad Syafi’I Antoni, Bank Syariah suatu Pengenalan Umum, (Jakarta:Tazkia 

Institute, 1999), 135. 
8Mohammad Anwar, Muamalat, Munakahat, Faraid dan Jinayat, (Bandung:Al Ma’arif, 

1988), 64. 
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jawab apabila anak kambing tersebut mengalami gangguan kesehatan yang 

parah dan di khawatirkan akan menimbulkan kematian dan menyebabkan 

kerugian kepada dua belah pihak. Tetapi apabila anak kambing tersebut hanya 

mengalami gangguan kesehatan cukup ringan seperti masuk angin, sakit mata, 

dan sakit kulit ringan. Itu semua yang bertanggung jawab pengelola. 

       Serta pemodal tidak turut campur tangan dalam pemeliharaan kambing, 

walupun dalam hal pemulihan kambing yang sakit, pemodal yang 

menanggung, namun pengelola harus menanggung resiko yang mungkin akan 

terjadi pada kambing-kambing tersebut di masa mendatang. Bentuk akad yang 

dilakukan kepada dua belah pihak yaitu menggunakan akad lisan dan itu semua 

sudah terjadi dalam masyarakat desa sidokayo secara turun-temurun. 

       Berdasarkan uraian-uraian di atas sehingga perlu kiranya diteliti lebih 

lanjut engan dalam bentuk skripsi pandangan hukum Islam terhadap Praktik 

Bagi Hasil Paro Lima Kambing Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi 

Kabupaten Lampung Utara pembagian keuntungan yang dilakukan pada awal 

kerjasama dapat menimbulkan ketidak pastian bagi pemodal ataupun pengelola 

apakah mereka akan memperoleh  keuntungan atau kerugian walaupun dalam 

pembagian ini pengelola menyetujui dalam kerja sama tersebut. Kemudian, 

apakah dalam praktik tersebut dapat dikatakan sebagai akad mudharabah 

ataukah yang lainnya. Untuk itu,diperlukan penelitian serta pembahasan yang 

lebih mendalam. 
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

       Dalam  fokus penelitian ini agar peneliti lebih dapat terarah dan tidak 

menyimpang dari permasalan yang ada, maka untuk itu peneliti memfokuskan 

penelitian pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima 

Kambing Studi Kasus Di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten 

Lampung Utara. Dari fokus ini di bagi menjadi 2 sub fokus yaitu: 

1. Telah terjadi praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan 

Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. 

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik paro lima kamibing di Desa 

Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari peneliti 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung 

Tinggi Kabupaten Lampung Utara? 

2. Bagaimana Pandangan hukum Islam dalam praktik paro lima kambing di 

Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan 

Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara 
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2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian hasil  

praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi 

Kabupaten Lampung Utara. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan khususnya kepada mahasiswa Mua’malah serta menabah 

wawasan tentang paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan 

Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu wawasan atau untuk 

peneliti lain sebagai bahan perbandingan referensi dalam meneliti 

masalah yang mirip dari penelitian ini  

c. Untuk memperoleh dan memperkaya khasana keilmuan serta teori yang 

telah diperoleh sebelumnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten. Lampung 

Utara, penelitian ini bisa menjadi pedoman dan masukan untuk 

masyarakat bahwa pentingnya tinjauan hukum Islam tentang paro lima 

kambing untuk meningatkan ekonomi warga. 

b. Bagi Masyarkat Desa Sidokayo, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan salah satu bahan rujukan terhadap praktik bagi hasil yang 

ditentukan sesuai dalam Islam. 
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c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan upaya pembelajaran khususnya 

dalam usaha melengkapi serta merapkan materi yang telah diterima 

selama kuliah. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya,relevan dengan judul Skripsi ini yaitu: 

1. Penelitian karya Agus Sudaryanto “ Praktik Bagi Hasil Perikanan di 

Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah.” 

Mengajikan bahwa system bagi hasil yang berlaku di daerah tersebut 

merupakan suatu system aturan yang tidak mengikat dan tidak tertulis yang 

telah menjadi kebiasaan umum secara turun-temurun. System maro yaitu 

dengan ketentuan satu bagian untuk majikan dan satu bagian untuk ABK 

yang berlaku dalam aturan kapal-kapal besar, sedangkan dalam kapal kecil 

di berlakukan system mertelu atau mrapat. Terdapat pengecualian bagi 

nahkoda yang akan mendapatkan bonus satu bagian dari majikan atas 

prestasi kerjanya.
9
  

2. Penelitian karya Mukhamat Khairudin “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di 

Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo “ 

Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Grantung menganut aturan adat dengan system pembagian maro bati 

(pembagian hasil keuntungan sama rata) Menurut hukum Islam sudah sah 

                                                             
9
Agus Sudaryono, “Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan : Studi Pandangan 

Wetan, Rembang, Jawa Tengah,”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 

2009), 
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karena menggunakan prosentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa 

diuntungkan.
10

  

3. Penelitian Karya Ikha Tasfiriya “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa 

Ponco Sari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum 

Islam”  

Tertulis bahwa praktek kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan 

hukum Islam karena sudah terpenuhinya hukum dan syarat yaitu termasuk 

dalam kategori akad Mudharabah.
11

 

4. Penelitian Karya Imam Mahbub “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi 

Presfektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek 

Kecamatan Pare Kabupaten  Kediri Jawa Timur)”  

       Menyebutkan dalam pokok permasalahnnya bahwa besar kecilnya 

keuntungan yang akan dibagi pada seluruh anggota bergantung pada sedikit 

banyaknya gabah kering yang bisa digiling oleh perusahaan. Penulis 

menyebutkan bahwa dalam konteks pelaksanaannya, bagi hasil usaha 

penggilingan padi tersebut dikatakan batal, karena tidak terpenuhinya unsur 

keadilan yang telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip hukum muamalat.
12

   

       Meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang    

hampir sama, namun substansi yang diajukan Penulis dalam skripsi ini 

                                                             
10

Mukhamat Khairudin, ” (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).  
11

Ikha Tasfira, ” Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi: Studi Kasus di desa Poncosari 

Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul”, (Skripsi, Ditinjau dari Hukum Islam Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007),    
12

Imam Mahbub, ”Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Presfektif hukum Islam Studi di 

Paguyuban Tani Jaya Mulya : Studi Kasus Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa 

Timur”  ( Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2008),  
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berbeda. Pada judul skripsi ini penulis mencoba mencari tinjauan hukum Islam 

tentang  praktik bagi hasil paro lima kambing dilihat dari manfaat objek bagi 

hasil yang renta dengan ketidakpastian dan dapat merugikan salah satu pihak 

dikarenakan akad yang dilakukan di awal perjanjian tanpa mengetahui resiko 

yang akan didapat di kemudian hari. 

       Selain itu objek penelitian pada skripsi ini berbeda dengan relevasi di atas, 

skripsi ini berfokus di Paro Lima Kambing Desa sidokayo Kecamatan Abung 

Tinggi Kabupaten Lampung Utara, dan itu memiliki perbedaan – perbedaan 

dengan relevasi diatas. 

       Berdasarkan pemaparan di atas,maka dapat diketahui bahwa judul skripsi 

yang diajukan oleh Penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya 

ilmiah yang telah ada sebelumnya.oleh karena itu permasalahan praktik bagi 

hasil paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi 

Kabupaten Lampung Utara.sangat menarik dan layak untuk diteliti. 

 

H. Metode Penelitian 

       Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah 

mengemukakan secara tehnis metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian. Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal 

yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research) yaitu bahwa penyusunan berusaha mengumpulkan data 

dengan menggali informasi secara intensif dari lapangan dan 

dilanjutkan dengan menganalisa data yang telah ada. Adapun 

pengumpulan data dilakukan pada pelaku praktik paro lima kambing di 

Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara. 

b. Sifat Penelitian 

     Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif 

yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, melukiskan, 

memaparkan, dan melaporkan keadaan objek penelitian.
13

 Dari 

pengertian ini, maka penelitian yang penulis gagas hanya ditunjukan 

untuk melukiskan, menggambarkan, atau melaporkan kenyataan- 

kenyataan yang lebih terfokus pada bagi hasil paro lima kambing di 

Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara. 

Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

       Populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang 

dibatasi oleh kriteria tertentu.
14

 Menurut Sugiono populasi adalah 

wilayah generalisai yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

                                                             
13

 M. Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research,(Yogyakarta: Sumbangsih, 

1975), 22. 
14

 Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, 121 
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kuaitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
15

 

       Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa 

manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan 

sebagainya yang menjadi objek penelitian.
16

 Keseluruhan yang 

mempunyai peternak kambing di desa sidokayo sebanyak 50 peternak  

b. Sampel  

       Dalam menentukan Sampel peneliti menggunakan tehnik non 

Random Sampling, yaitu tehnik penentuan sampel dengan tidak secara 

acak. Dan diteruskan dengan metode purposive Sampling dengan kriteria. 

Peneliti mengambil 6 sampel terbagi 3 pemodal dan 3 pengelola dari 50 

peternak yang menggunakan paro lima kambing di Desa Sidokayo. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang obyektif, 

maka penulis menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan 

metode dokumentasi metode pengolaan data. 

a. Metode Wawancara 

       Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Wawancara ini ditunjukan kepada pemodal dan pengelola 

desa Sidokayo. 

                                                             
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&N, (Bandung: 

Alfabeta,2013), 80. 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), 102. 
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       Metode wawancara yang digunakan merupakan metode yang utama 

dalam penelitian ini, karena sangat dibutuhkan untuk mendapatkan 

informasi yang akurat sehingga data-data yang valid dapat diperoleh. 

Wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu 

pewawancara membuat daftar wawancara dan kemudian pertanyaan bisa 

berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.
17

 

b. Metode Dokumentasi  

       Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi 

yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.
18

 Metode ini merupakan 

suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip 

dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. 

c. Metode Pengelolaan Data 

1) Pemeriksaan Data (editing) 

       Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data 

yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan 

.tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 

terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga 

kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
19

 

 

 

                                                             
17

 Abu Achamdi, Metodologi Penelitian(Jakarta: Bumi Aksara, 2015),  85 
18

 Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 115. 
19

 Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 122 
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2) Sitematis Data (systemating)  

       Sistematis Data adalah menempakan data menurut kerangka 

sistemaika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
20

 

3) Analisis Data 

       Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah 

diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun 

metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan 

kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan 

perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber 

informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusunan 

inginkan. Penyusunan menggunakan metode induktif, yaitu analisis 

data dari yang bersifat khusus, seperti halnya dari data lapangan, 

kemudian ditarik konklusi yang dapat mengeneralisasikan menjadi 

kesimpulan yang bersifat umum. 

I. Sistematika Penelitian 

       Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri 

dari 3 bagian yakni:  

       Pertama, bagian Formalitas yang terdiri dari: Halaman Judul, Abstrak, 

surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, 

Riwayat hidup, kata penganar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. 

       Kedua, bagian ini terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan, Bab 

ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: penegasan judul, latar belakang 

                                                             
20

Abdul Muhammad, Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah, 

(Lampung:Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), 15. 
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masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, ujuan penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistemaika 

pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi 

pembahasan kepada bab selanjutnya. 

       Bab II berisi kajian teori tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik 

Bagi Hasil Paro lima kambing. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yakni 

mudharabah dan  tinjauan hukum islam praktik bagi hasil paro lima kambing. 

Sub bab tentang mudharabah terdiri dari pengertian mudharabah, dasar hukum 

mudharabah, rukun mudharabah, syarat mudharabah, macam-macam 

mudharabah, berakhirnya mudharabah, hikmah mudrabahah. sementara sub 

bab tentang tinjauan hukum islam tentang praktik bagi hasil paro lima, terdiri 

dari dasar hukum, pengertian paro lima, hak-hak dan kewajiban pemilik 

kambing dan pekerja, tanggung jawab dan terjadinya resiko dalam perjanjian 

bagi hasil paro lima 

       Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum Desa Sidokayo 

Lampung Utara, yang membuat tentang potensi sumber daya alam desa 

sidokayo, potensi sumber daya manusia di desa sidokayo, potensi kelembagaan 

di desa sidokayo, potensi prasarana dan sarana di desa sidokayo. Dan praktik 

bagi hasil paro lima kambing studi kasus pada peternak kambing di Desa 

Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupatem Lampung Utara. 

       Kemudian dilanjutkan bab IV tentang Analisis Pelaksanaan Praktik Bagi 

Hasil Paro Lima Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi 

Kabupaten Lampung Utara dan Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi 
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Hasil Paro Lima Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi 

Kabupaten Lampung Utara. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam 

penelitian ini. 

       Sebagai akhir pembahsan bagian kedua yaitu bab V yang berisi tentang 

simpulan dan saran. 

       Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian 

yang berisi tentang daftar Pustaka, dan lempiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Mudharabah 

       Secara Etimologis mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi 

yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

QS. an-Nisaa’ (4): 101 yaitu: 

                       

                     : (505)النسائ  

 
     “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa 

kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang 

kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”.(QS.an-Nisa (4): 101) 

        

       Secara terminology mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara 

pemilik modal (rab al-mal)dan pengguna dana (Mudharib) untuk digunakan 

untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara 

pemodal dan pengelola modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan 

normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam 

menjalankan usahanya. 

       Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi hukum ekonomi syariah, 

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola 



18 
 

 

modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah.
21

 Pengertian Mudharabah Menurut Para Ahli yaitu  

a. Veithzal Rivai, Mudharabah adalah akad jual beli atas suatu barang 

dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah 

sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan 

atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. 

b. Ibnu Qudamah, Mudharabah adalah jual beli barang dengan mengambil 

keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli.
22

 

2. Dasar Hukum Mudharabah 

a. Dasar Hukum Al-Qur’an 

       Al-Qur’an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung 

masalah mudharabah, namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli 

mudharabah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual 

beli. Mudharabah jelas- jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara 

umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum 

diperbolehkannya jual beli mudharabah berdasarkan ayat-ayat jual beli. 

Diantara ayat tersebut adalah : 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :  

             : (971)البقرة 

     “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
 

 

 

 

                                                             
21

Dr.Mardani, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), 193-194. 
22

Imam Mustofa., Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 66-68. 
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Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29 :  

 

                       

                     

    : (92)النساء  

 

     “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.(QS. an-Nisa (4): 29) 
 

       Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli mudharabah diperbolehkan 

karena berlakunya ayat secara umum.Allah berfirman : “Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Allah tidak berfirman 

“Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual 

beli khiyar, Allah telah menghalakan jual beli mudharabah. Akan tetapi 

berfirman secara umum, yaitu menghalakan jual beli. Kemudian ketika 

mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukan 

bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak dari pada jual beli 

yang diharamkan. 

b. Dasar Hukum Al-Hadist 

صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ  عن صالح ابن صهيب عن أبيه قال رسول الله
عِيِْْ للِْبَ يْتِ لَا للِْبَ يْعِ )رواه ابن ماجه :الْبَ ركََةُ   (الَْبَ يْعُ إِلََ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُ رِّ باِلشَّ

 

Dari shakih bin suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : „Ada tiga hal yang 

didalamnya terdapat keberkatan: jual beli tidak secara tangguh, Muqaradhah 
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(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung  untuk keperluan rumah 

tangga, bukan untuk dijual.‟” (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab Al-Tijaeah).23 
  

 

3. Rukun dan Syarat Mudharabah 

       Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama mudharabah sehingga 

kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh Syara’. Berikut ini penjelasan  

rukun dan syarat kerja sama mudharabah, yaitu sebagai berikut: 

a. Rukun Bagi Hasil (Mudharabah) 

       Rukun adalah kata Mufrad‟ dari kata jama’ “arkan” artinya asas atau 

sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) 

dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan ) sesuatu pekerjaan dan sesuatu 

itu termasuk didalam pekerjaan itu.
24

 

       Rukun Mudharabah  menurut Sayyid Sadiq adalah ijab dan qobul 

yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qobul ini 

tidak di syaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk 

apa saja yang menunjukan makna Mudharabah karena yang dimaksud 

dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan 

katanya.
25

  

       Berdasarkan keterangana tersebut makaa dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan 

adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah 

pekerjaan kerja sama akad Mudharabah.  

                                                             
23

 Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, 768 
24

M.Abdul Mujiep, dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 

300.  
25

Sayyid Sabiq, 38.  
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       Adapun rukun kerja sama Mudharabah menurut ulama Syafi’iyah 

ada enam.
26

 Yaitu : 

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya 

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari 

pemilik barang 

c. Aqad mudharabah, dilakuakan oleh pemilik dengan pengelola barang 

d. Mal, yaitu harta pokok atau modal 

e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan lab, 

dan 

f. Keuntungan  

     Menurut Malikiyah, bahwa hukum mudharabah itu adalah jaiz, 

sedangkan rukun-rukunnya adalah : 

a. Modal  

b. Amal 

c. Laba 

d. Pihak yang mengadakan perjanjian 

e. Sighat ( ijab dan qobul ) 

     Menurut Jumhur Ulama.
27

 Rukun mudharabah ada lima yaitu : 

a. Orang yang berakad 

b. Modal  

                                                             
26

Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, 199. 
27

Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, Cet. Ke-2, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 

177.  
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c. Keuntungan  

d. Kerja 

e. Sighat, yaitu ijab dan qobul  

     Menurut Zuhayli.
28

 Akad mudharabah memiliki beberapa rukun 

yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu : 

a. Pemilik dana ( Shahibul Mal ) 

b. Pengelola (Mudharib) 

c. Ucapan serah terima ( Sighat ijab wa qabul ) 

d. Modal (ra‟sul mal) 

e. Pekerjaan 

f. Keuntungan 

       Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama mudharabah terdapat tiga 

unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sah nya suatu 

akad mudharabah.
29

: 

a. Pemilik Modal (Robbul Mal ) dan pengusaha atau yang disebut juga 

yang menjalankan modal (mudharib) sebagai pihak yang melakukan 

kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk 

melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak 

dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan 

                                                             
28

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, Penerjemah Abdul Hayyie Al- 

Kattani, (Jakartan: Gema Insani, 2011), 92. 
29

Amir Syarifudin, 246. 
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pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu 

bekerja sesuai dengan bidangnya. 

b. Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus  dalam bentuk uang 

atau barang yang ditaksirkan dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya 

sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu 

berlangsung akad. 

c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang 

disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar presentase, bukan 

dalam rangka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah 

bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan 

dalam sesuatu yang pasti.  

       Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis 

bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek 

akad, dan pelafalan akad.
30

 : 

a. Dua Pihak yang melakukan Akad  

       Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya 

disyaratkan memiliki kompetensi beraktifitas. Yakni orang yang tidak 

dalam kondisi bangkrut atau terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang 

idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini. 

b. Objek Akad 

       Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah 

modal, jenis usaha dan keuntungan. 

                                                             
30

Abdullah Al-Mushlih, Shalah As-Shawi , 170-178.  
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1) Modal 

       Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau 

uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan 

dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk 

menetapakan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah 

yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas 

dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa 

kemudian 

2) Jenis Usaha 

       Asal usaha dalam  bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah 

dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola 

modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang 

haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, 

darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba’ atau yang 

sejenisnya.  

3) Keuntungan 

       Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini 

hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan presentase tertentu 

bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata 

seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat atau sejenisnya. Kalau 

ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara 

sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi 

yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu 
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hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan 

dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila 

pemilik memberikan syarat presentase tertentu dari modalnya yang 

tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti 

mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal 

ini dengan usaha berbasis riba. Ada jumlah kode etik dalam sistem 

pembagian keuntungan dalam  usaha kerja sama bagi hasil yaitu : 

a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun 

kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan 

syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola. 

b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada 

keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, 

maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu 

oleh keuntugan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan 

berdua sesuai dengan kesepakatan. 

c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa 

pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal 

mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa 

pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, 

sehingga keuntungan itu bisa digunakan untuk menutupinya. 

Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja. Hak masing-

masing dari kedua belah pihak terjaga. 

4) Pelapazan Akad 
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     Pelafazan akad dalam transaksi mauamalah biasanya disebut 

dengan ijab Kabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat 

dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas 

kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang 

akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang 

jelas dapat di mengerti kedua belah pihak. 

b. Syarat Bagi Hasil (Mudharabah) 

       Syarat-syarat mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah 

berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah 

mudharabah adalah sebagai berikut.
31

 : 

a.  Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila 

barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) Emas hiasan 

atau emas dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal. 

b.  Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan 

tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, 

orang gila, dan orang-orang yang dibawah  pengampunan. 

Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara 

modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari 

pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

                                                             
31

Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, 199.  
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c. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal 

harus jelas presentasenya umpamanya setengah, sepertiga atau 

seperempat. 

d. Melafazkan ijab bagi pemilik modal, missal aku serahkan uang ini 

kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan 

Kabul dari pengelola. 

       Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat 

pengelola harta harta untuk berdagang dinegara tertentu, 

memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu 

sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering 

menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan, bila dalam 

mudharabh ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut bisa 

menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe’I dan Malik. 

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hanbal, mudharabah  

itu sah. 

       Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai 

berikut : 

a. Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerSahan 

ditunda, maka mudharabahnya fasid. 

b. Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh 

karenanya tidak sah mudharabah dengan hal yang tidak jelas 

jumlahnya. 

c. Modal yang dipertanggung jawabkan kepada pengelola. 
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d. Modalnya harus uang yang berlaku dalam satu Negara, baik uang 

cetak atau maupun bukan. 

e. Pembagian keuntungan harus ditegakan salah satu pihak tidak boleh 

menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya 

f. Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal 

g. Hendaknya pengelola saja yang bekerja 

h. Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam 

melakukan pekerjaannya 

i. Tidak menunda waktu 

       Adapun syarat sah akad mudharabah sangat terkait dengan rukun 

mudharabah sebagaimana yang telah disebutkan diatas : 

1) Berkenaan dengan syarat akad (aqidania) 

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik 

modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi 

wakil. Khususnya bagi pengusaha (Mudharib) harus orang-orang 

benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa 

dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang 

dipercayakan kepadanya.
32

 

2) Berkenaan dengan syarat modal (mauqud alaih) bahwa.
33

 : 

a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, uang, atau rupiah. 

b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran 

                                                             
32

Moh Rifa’I, ddk, Terjemah Khulusah Kifayatul Akhyar, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1978),  223.    
33

Rachmat Syafe’i, 228.  
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c) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang 

diberikan itu benar-benar milik sendiri 

d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan 

agar pengusaha agar dapat mengusahakannya, yakni menggunakan 

harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighat (ijab dan 

qabul). 

3) Berkenaan dengan laba, bahwa:
34

 

a) Laba harus memiliki ukuran 

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). 

Dengan demikian jika laba tidak jelas maka mudharabah dianggap 

batal. 

b) Laba harus berupa bagian yang umum (Masyhur) 

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku 

secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada 

pemilik pemodal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada 

pengusaha. 

       Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad 

mudharabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

rukun dan syarat akad mudharabah yaitu : pelaku (pemilik modal dan 

pengusaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua 

belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.   

4. Prinsip Mudharabah 

                                                             
34
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       Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya 

merupakan sub sistem dari musaqoh . namun, para ahli fiqh islam 

meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar 

hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur’an maupun dari sunnah. 

Prinsip mudharabah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara 

pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. 

       Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya 

suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola 

proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik 

modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. 

Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian , maka kerugia tersebut 

sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali ekerugian itu terjadi karena 

penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apanbila terjadi kerugian 

yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) 

maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara 

pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut 

semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi islam tampak jelas memiliki 

sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.
35

 

       Prinsip-prinsip mudharabah ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip 

muamalah islam. Oleh karenanya mudharabah ini harus tetap mengacu pada 

aturan syari’at islam dan aturan fiqh muamalah menjadi indikatornya. 
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Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam mudharabah ini sangat 

ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah islam. 

       Adapun prinsip-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam adalah 

sebagai berikut :  

a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah 

       Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur’an dan 

sunah Rasul. Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh pada 

ketentuan syari’at islam sebagimana telah dijelaskan pada landasan 

hukum mudharabah (Al-Qur’an dan Sunah). Mudharabah dibolehkan 

karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah 

dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak 

(pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu  

disebabkan konsekuensi dari bisnis.
36

 

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan 

       Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, 

maka tidak boleh oleh satu pihak yang melakukan akad ini dalam 

keadaan terpaksa. Selain itu, akad mudharabah bertujuan untuk 

membantu  kehidupan kaum lemah, bukan semata- mata mencari 

keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplortir. Untuk 

itulah bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha 

untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.
37

 

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan 

                                                             
36

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), 
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       Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu 

pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khusunya dalam 

bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. kenyataan 

menunjukan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak 

bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain 

dengan jalan mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang 

membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan 

kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal 

dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. 

       Pada bentuk kerja sama mudharabah, pemilik modal dan pengelola 

modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan 

keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain 

bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan 

adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan 

ekonomi serta terhindar dari pengangguran,dan dapat meningkatkan taraf 

hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemaslahatan dan terhidar 

dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguaran.
38

 

d. Prinsip Keadilan 

       Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja 

sama mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam 

menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan 

ditanggung pemilik modal apabila kerugian ini merupakan akibat 
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(konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola 

menanggung kerugian skill, dan waktu , sedangkan apabila mendapat 

keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak.
39

  

       Berdasarkan uraian prinsip mudharabah diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan 

pengelola dalam bentk akad mudharabah ini sangat terasa ketika dapat 

membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi 

tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memnuhi 

kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan 

social antara orang kaya dengan miskin. 

 

 

5. Macam-macam Mudharabah 

       Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad mudharabah kepada dua 

bentuk yaitu mudharabah shahihah (mudharabah yang sah) dan 

mudharabah fasidah (mudharabah yang rusak). Jika mudharabah itu jauh 

pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyan, dan Hambaliyah, 

pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku 

dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak 

pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam mudharabah 
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fasidah, setatus pekerjaan tetap seperti dalam mudharabah shahihah dalam 

artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.
40

 

       Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal 

dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad mudharabah kepada dua 

bentuk
41

, yaitu mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, 

tanpa syarat dan pembatalan) dan mudharabah muqayyadah, perkerja bisa 

mengelola modal iu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan 

mendatangkan keuntungan dan didaerah mana yang diinginkan. Akan 

tetapi, dalam mudharabah muqayyadah pekerja harus mengikuti syarat-

syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. 

       Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang 

fiqih muamalah pun membagi akad mudharabah kepada dua bentuk, yaitu 

mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan 

pembatasan) dan mudharabah muqayyadah (penyerahan modal dengan 

syarat dan batasan tertentu)
42

. Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan 

sekilas tentang macam-macam akad mudharabah yaitu sebagai berikut : 

a. Mudharabah Mutlak (Al-Mutlak) 

       Menurut Muhammad Asy-Syarbini mudharabah mutlak adalah 

penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan 

batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk 
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Ibnu Qadamah, Almughni, Jilid  V, (Riyadh:Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt),  30. 
41
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diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-

masing setengah, sepertiga atau lain-lain.”
43

 

       Mudharabah mutlak adalah peryertaan moda seseorang kepada 

pengusaha tanpa memberikan batasan, “saya serahkan uang ini 

kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara 

kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Akad 

tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan 

usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-

ketentuan lain. Ulama salafus saleh dalam pembahasannya sering kali 

mencontohkan dengan ungkapan if‟al ma Syi‟ta (lakuakan sesukamu) 

dari shahibul malke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat 

besar.
44

 

       Menurut Syafi’i Antonio mudharabah mutlaqah adalah bentuk 

kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat 

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah 

bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan 

menguntungkan.
45

 

       Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam
46

, pada 

mudharabah mutlaqah, mudharib bebas mengelola modal yang 

diberikan oleh shahibul mal untuk tujuan usaha apa saja yang menurut 
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pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan 

masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak 

ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan 

dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan 

dibeli. 

       Kebebasan mudharib dalam hal mudharabah berbentuk 

mudharabah muthlaqah bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. 

Modal yang ditanamkan oleh shahibul al-mal tidak boleh digunakan 

untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam. 

Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun 

memperoleh izi resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain 

sebaginya. 

       Mudharabah muthlaqah, mudharib juga memiliki mandat yang 

terbuka (open mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang 

diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu dalam rangka 

pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata 

mudharib melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mudharib harus 

bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila 

terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat 

menjadi beban perjanjian mudharabah yang bersangkutan.
47

 

       Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua 

pihak lain shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal 
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menyerahkan sepenuhnya atas dan yang diinvestasikan kepada 

mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. 

Shahibul maal tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang 

diperlakukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang 

dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar 

kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai 

dengan prinsip syariah Islam. 

       Mudharabah Muthlaqah adalah akad mudharabah dimana shahibul 

maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam 

pengelolaan investasinya (PAPSI, 2003). Mudharabah muthlaqah dapat 

disebut disebut dengan investasi dai pemilik dana kepada bank syariah, 

dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas ban syariah. 

       Bank syariah tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan 

apabila terjadi kerugian atas pengelola dana yang buakan disebabkan 

kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun sebaliknya, 

dalam hal bank syariah (mudharib) melakukan kesalahan atau kelalaian 

dalam pengelola dana investor (shahibul maal), maka bank syariah 

wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah. jenis 

investasi mudharabah muthlaqah dalam aplikasi perbankan syariah 

dapat ditawarkan dalam produk tabungan dana deposito. 

b. Mudharabah Muqayyadah (terikat) 

       Menurut Muhammad Asy-Syarbini, mudharabah al-muqayyadah 

(terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan 
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memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang 

di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang 

dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini sering 

kali mencerminkan kecendrungan umum shahibul mal dalam 

memasukan jenis dunia usaha.
48

 

       Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam,pada 

mudharabah muqqayadah, mudharib tidak bebas menggunkan modal 

tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat di 

tentukan oleh shahibul maal, syarat-syarat itu misalnya harus 

berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, 

dan harus membeli barang didaerah tertentu.
49

  

       Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan 

memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. 

Batasanya antara lain tentang : 

1) Tempat dan cara berinvestasi 

2) Jenis investasi 

3) Objek investasi 

4) Jangka waktu 

       Mudharabah muqayyadah terdapat dua bagian, yaitu mudharabah 

muqayyadah on balance sheet merupakan akad mudharabah 

muqayyadah yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas 

kerugian dana yang di investasikan oleh shahibul maal. Dalam akad ini, 

                                                             
48

Heri Sudarsono, 60.  
49

Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, 1197.  



39 
 

 

shahibul maal memberikan batasan secara umum, misalnya batasan 

tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sector usahanya. 

        Mudharabah muqayyadah off balance sheet  merupakan akad 

mudharabah muqayyadah yang mana pihak shahibul maal  

memberikan batasan jelas, baik syariah bertindak sebagai pihak yang 

memertemukan antara shahibul maal dan mudharib. Bagi hasil yang 

akan dibagi antara shahibul maal dan mudharib berasal dari proyek 

khusus. Bank syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan 

kedua belah pihak, dan akan memeperoleh fee. Dalam laporan 

keuangan , mudharabah muqayyadah off balance sheet akan dicatat 

dalam catatan atas laporan kerugian. 

       Apabila mudharib bertindak bertentangan dengan pengawas 

pembatasan- pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka mudharib harus 

bertanggung jawab sendiri atas konekuensi-konsekuensi yang 

ditimbulkan. Pada mudharabah ini harus dibatasi waktunya, maka 

mudharabah berakhir pada jangka waktu tiba. 

       Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

mudharabah muqayyadah ini merupakan simpanan khusus (restriced), 

pemilik dana (shahibul maal) dapat menetapkan syart-syarat khusus 

yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (mudharib), baik 

mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. 

       Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad 

membolehkan mmeberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama 
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Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad 

pun memberbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan 

dating, seperti, “usahakan modal ini mulai bulan depan”  sedangkan 

ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya.
50

 

6. Berakhirnya Mudharabah 

       Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan 

(mudharabah) akan berhenti jika salah satu pihak mengentikan kontrak, 

atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan 

pengelola modal (mudharib). Akad kerja sama dalam permodalan 

(mudharabah) juga akan batal ketika pemilik modal (shahibul maal) 

murtad, begitu juga dengan pengelola modal (mudharib). Selain itu, Zuhayli 

mengatakan, mudharabah akan dikatakan fasid  jika terdapat salah satu 

syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk mudharabah fasid, misalnya 

seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (shahibul 

maal) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk 

berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai 

kesepakatan. Akad mudharabah ini fasid, mudharib tidak berhak mendapat 

keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik shahibul maal, 

mudharib hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.
51

 

       Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari asset yang 

dimiliki shahibul maal, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. 

Dalam akad ini mudharib diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa 
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tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan 

keuntungan maupun menderita kerugian.
52

 

       Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal 

apabila ada perkara-perkara sebagai berikut : 

a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat 

mudharbah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh 

pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan 

sebagian keuntungan sebagai upah, karena tidakanya atas izin pemilik 

modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat 

keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada 

kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal 

karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima 

upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas 

kelalaiannya. 

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 

modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal 

bertanggung jawab jika terjadi kerugian. 

c. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah 

satu pemilik odal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.
53

  

       Selain itu dalam buku Rachmat Syafe’i, mudharabah dianggap berakhir 

pada hal berikut : 
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a) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. 

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharbah, 

larangan mengusahakan,dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat 

pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui 

pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika 

pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika pengusaha tidak 

mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) 

diperolehkan untuk tetap mengusahakannya. 

b) Salah seorang akid meninggal dunia 

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa mudharabah batal. Jika salah seorang 

akid meninggal dunia, baik pemilik maupun pengusaha. Hal ini karena 

mudharabah berhubungan dengan perwakilan yanga akan batal dengan 

meninggalnya wakil atau yang akan mewakilkan. Pembatalan tersebut 

dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang 

melakukan akad atau tidak. 

c) Salah seorang akid gila 

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab 

gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah. 

d) Pemilik modal murtad 

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam 

keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan 

oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu 

membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja 
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dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, 

dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli 

warisnya. 

e) Modal rusak ditangan pengusaha 

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal, hal 

ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. 

       Demikian juga mudharabah dianggap rusak jika odal diberikan 

kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk 

diusahakan.
54

 

7. Hikmah Mudharabah 

       Islam menyari’atkan dan memperbolehkan bagi hasil demi memberikan 

kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki 

harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak 

memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. 

Karenanya syari’at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari 

keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian 

mudharib (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta, dengan demikian 

terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan 

satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak 

kerusakan.
55

 

       Jadi hikmah disyari’atkan mudharabah adalah agar manusia dapat 

melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini 
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termasuk juga saling tolong-menolong sebagaimana Al-Quran Allah SWT 

dalam Al-maidah ayat 2 yang berbunyi : 

 

                           

 (9دة : )المائ
 
      “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” 

(QS. Al-maidah (5): 2)  

      

        Berdasarkan di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu 

menganjurkan untuk berbuat kebajikan dimuka bumi yang tujuannya tidak 

lain untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. 

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena 

menumpuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an 

jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah 

disyari’atkannya mudharabah yang di kehendaki syar’i yang maha 

bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih 

sayang antara sesama manusia. 

       Selain itu, mudharabah merupakan salah satu perbuatan yang mendapat 

bekah, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang 

mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut : 

a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli) 

b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, 

dalam arti lain (berbuat jujur) 
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c. Memberikan modal kepada pihak lain, mankala dibutuhkan.
56

 

       Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem 

bagi hasil atau mudharabah ini adalah terciptanya rasa persaudaraan 

(khuwah)  dan rasa tolong menolong (ta‟awun) yang erat diantara kaum 

muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga 

kecemburuan social antara umat islam dalam suatu masyarakat dapat 

dihindarkan. 
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